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1.1 Latar Belakang

Teknologi yang berkembang membuat manusia tidak perlu lagi melakukan
jual beli secara konvensional atau secara tatap muka. Berkat kemajuan
teknologi internet kegiatan perdangangan atau jual beli ini dilakukan
menggunakan internet melalui e-commerce yang memungkinkan transaksi
dimana saja dan kapan saja. Semua perjanjian jual beli online juga
mempunyai hukum yang berlaku mengatur perjanjian tersebut. Hukum sendiri
seperti yang dikemukakan Plato, adalah susunan peraturan-peraturan yang
tersusun baik dan teratur dan mengikat kepada masyarakat.

Salah satu jenis hukum-dalam ilmu hukum adalah hukum perdata. Hukum
Perdata adalah ketentuan yang mengatur atas hubungan tiap individu di dalam
masyarakat atau mengatur-dasar hak-hak dan kepentingan antar tiap individu
dalam masyarkat Indonesia. Hukum Perdata diatur dalam Kitab Undang
Undang ‘Hukum-Perdata (disingkat KUH Perdata). Hukum bisnis adalah salah
satu istilah yang populer di saat ini, jauh lebih populer dibandingkan istilah
lain yang ada seperti hukum dagang atau hukum perusahaan. Hukum Dagang
sendiri adalah isitilah yang berlandaskan dari Kitab Undang Undang Hukum
Dagang (selanjutnya disebut sebagai KUHD) yang berasal dari kitab hukum

berbahasa belanda yaitu Wet Boek van Koopandel (WvK). KUHD adalah lex



specialis atau bisa disebut sebuah hukum khusus dari KUH Perdata, dan
tercipta didasari oleh hukum mengatur tentang perjanjian yang ada dalam
KUH Perdata. Walaupun istilahnya hukum dagang, akan tetapi hukum dagang
tidak hanya mengatur tentang perdagangan itu sendiri. Hukum Dagang juga
mengatur tentang hal lain yang secara langsung maupun tidak langsung
berdampak atau terkait  dengan badan usaha.yang ‘melakukan kegiatan
perdagangan.

Hukum Bisnis tercipta dari istilah bisnis. Istilah bisnis sendiri berasal dari
bahasa inggris yaitu business yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia
menjadi kegiatan usaha. Arti bisnis. sendiri secara luas dapat disimpulkan
adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha
untuk mendapat keuntungan, kegiatan usaha tersebut bisa berupa barang atau
jasa maupun fasilitias yang diperjual belikan atau disewakan. Richard Burton
Simatupang dalam bukunya menyimpulkan ada 3-bidang dalam bisnis itu
sendiri, yaitu:*

1. Bidang perdagangan (commerce), yaitu- suatu kegiatan yang melibatkan
jual beli dan dilakukan oleh seseorang atau suatu badan usaha dalam negeri
maupun luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh

kegiatan perdagangan adalah toko,grosir,agen, dan dealer.
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2. Bidang industry, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan memproduksi atau
menghasilkan barang dari sesuatu untuk meningkatkan nilainya. Contoh
kegiatan industri adalah seperti industri busana, perkebunan, tambang, dll.

3. Bidang jasa (service), yaitu suatu kegiatan yang menawarkan jasa bagi
masyarakat untuk mendapat keuntungan. Bergerak dalam penyediaan jasa-
jasa yang ditawarkan baik oleh seseorang ataupun badan usaha. Contoh
untuk kegiatan bidang jasa adalah pengacara, perhotelan, transportasi, dll.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Hukum Bisnis adalah “serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung

maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan

roda perekonomian’. g
Transaksi jual beli walaupun dalam hal ini berbentuk online juga harus

sesuai dengan hukum-perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata suatu

perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi-syarat berikut yaitu:

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk - membuat suatu-perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1457 KUHPerdata mengatur perjanjian jual beli adalah perjanjian

jenis khusus. “Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana
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pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak
yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan.”® Pasal 1458
KUHPerdata mengatur “Jual beli ini dianggap telah terjadi setelah kedua belah
pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu
belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”* Hal ini sesuai dengan
asas konsensualisme dalam perjanjian.

Pasal 1471 mengatur “Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat
memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga jika si pembeli
tidak ‘mengetahui bahwa  barang itu kepunyaan orang lain.”> P.N.H
Simanjuntuntak pada bukunya menyatakan “Pada saat penjualan, barang yang
dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal dan apabila yang
musnah hanya sebagian saja, maka pembeli dapat memilih antara pembatalan
atau pembelian sisa barang.”6

Internet yang semakin maju dan berkembang pada saat ini adalah sebuah
bentuk dari perkembangan-teknologi itu sendiri. Perkembangan internet pula
menimbulkan peluang -atas ladang-bisnis-baru-dengan memanfaatkan sistem
internet yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja karena

kepraktisannya. Peluang atas ladang bisnis yang memanfaatkan internet yang

® Pasal 1457 KUH Perdata
* Pasal 1458 KUH Perdata
® Pasal 1471 KUH Perdata
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dimaksud adalah tumbuhnya usaha jual beli online atau juga disebut dengan e-
commerce.

E-commerce adalah suatu kegiatan pembelian, penjualan, jasa maupun
informasi yang dilakukan melalui jaringan internet. Seperti bisnis tradisional
namun memanfaatkan teknologi internet, jika bisnis pelaku usaha itu berhasil
maka dapat menghasilkan peningkatan pelanggan, brand awareness, dan juga
pendapatan dari pelaku usaha tersebut. Pelanggan sendiri memutuskan membeli
karean beberapa hal seperti; persepsi, keyakinan, motivasi, sikap, dan
pembelajaran. Persepsi sendiri tercipta dari cara konsumen memilih, mengatur,
dan ‘menginterprestasikan informasi untuk menjadi pengetahuan konsumen
tersebut. Sedangkan motivasi terbentuk dari keinginan ataupun niat konsumen
tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.”

Jual beli yang memanfaatkan teknologi internet ini jelas berbeda prosesnya
dengan jual beli secara konvensional yang pelaku-usaha dan konsumen bisa
bertemu secara langsung.-Walaupun ada juga cara pembayaran dengan metode
cod (cash on delivery) dimana barang-tersebut sampai dulu ke tangan konsumen
baru konsumen tersebut membayar. Namun transaksi yang memanfaatkan
jaringan internet ini terjadi dimana penjual dan pembeli tidak bertemu dan
hanya menggunakan tanda tangan digital atau dokumen elektronik atau

instrumen lain sebagai alat dalam transaksi perdaganan. Pihak-pihak yang
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bertransaksi melaui internet ini adalah para pelaku usaha atau
konsumen.Transaksi yang memanfaatkan internet ini biasanya dilakukan
dikarenakan jarak kedua belah pihak jauh dan membuat transaksi itu sendiri
rumit dan memakan biaya jikalau harus dilakukan dengan tatap muka.®
Perdagangan atau bisnis secara online dilindungi dan memiliki payung
hukum. Indonesia sebagai negara hukum, maka memberi jaminan hukum bagi
pembeli/konsumen maupun penjual dalam melakukan transaksi jual beli online.
Jaminan hukum dalam transaksi online yaitu; “Undang-Undang Nomor 7 tahun
2014 tentang Perdagangan” (UU Perdagangan), “Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (UU ITE), “UU No. 8
tentang Perlindungan Konsumen”, (UUPK)”,”PP No. 71 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik™ (PP PSTE), dan “PP No.
80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” (PP PMSE)
Tokopedia adalah-salah satu--perusahaan_ penyelenggara sistem jual beli
online dengan sejumlah penjual yang bekerjasama dari seluruh wilayah
Indonesia, sangat membantu perkembangan e-commerce di Indonesia. Bidang-
bidang dalam e-commerce mengikuti kebutuhan masyarakat, salah satunya

seperti fashion/busana. Peneliti melihat pentingnya keabsahan perjanjian jual

8 Wahyu Utami, “Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya Di
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beli online di dalam masalah hukum yang makin melaju sejalan dengan
perkembangan teknologi. Perkembangan E-commerce yang sangat cepat dan
sudah sangat populer di berbagai khalayak umum maka diperlukan untuk
melakukan penelitian terkait perjanjian jual beli online. Berbagai jenis transaksi
dan banyaknya platform untuk melakukan transaksi apakah produk hukum yang
mengatur sekarang sudah-memberikan perlindungan kepada semua pihak yang
bertransaksi dan apakah semua platform jual beli online populer yang ada
sekarang sudah sesuai dengan menurut hukum  bisnis? Untuk itu penulis
mengkaji “KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DALAM

HUKUM BISNIS”.

1.2 Rumusan Masalah
Tindak lanjut dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat
dibahas yaitu:
1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli online dalam hukum bisnis?
2. Bagaimanakah akibat-hukum apabila-perjanjian itu batal karena salah satu
pihak melakukan wanprestasi?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasar rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini yaitu:
1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli online dalam hukum bisnis,
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila perjanjian itu batal akibat salah satu

pihak melakukan wanprestasi.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat dan berkontribusi bagi ilmu
pengetahuan yang khususnya ilmu hukum dengan data-data yang
menunjukan bagaimanaa tinjauan hukum dari perjanjian dalam jual beli
online khususnya e-commerce serta menambah kontribusi penelitian tentang
bagaimana keabsahan dalam jual-beli online ini. Penelitian ini agar dapat
dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya dan memberi kontribusi
untuk pengembangan teori hukum bisnis:

2. Manfaat Praktis
Manfaat yang diharapkan yaitu agar menjadi pertimbangan masyarakat untuk
wawasan dalam keabsahan perjanjian jual-beli online dalam e-commerce,
sehingga memberikan penanganan terhadap masalah keabsahan dari
perjanjian tersebut. Juga-agar menjadi pertimbangan masyarakat dalam hal

perlindungan kensumen-dalam transaksi-online khususnya e-commerce.



